
- WALIKOTA KltNDARl 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN WALIKOTA KEJfDARI 
N'OMOR 6} TAHUN :2019 

TEl'ITAl'l'G 

PElfYELENGOARAAN SISTltM INFORMASI KESEHATAN DAERAH 

DENGA!f R.AHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA KBNDARl, 

l 

Menimbang · a. bahwa berdasarkan Pasal 168 ayat (3) Undang - 

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 

pcrlu menye\enggarakan upaya keschatan yang efekt:tf 
dan efisien melalui penerapan Sistem lnformasi 
Kesehatan; 

b. bahwa bcrdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 
Tahun 2014 Ten tang Si stem lnformasi Kesehatan 

pcrlu memiliki acuan dalam penyelenggaraan Sistem 

lnformasi Kesehatan di Kata Kendari; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud de.lam huruf u dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota ten tang 

Mengingat 

Penyelenggara.an Sistem lnformaei Keeehatan Kota 

Kendari 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang - undang Daaar Negara 

Republlk Indonesia 1945 
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 

Peml>entukan K.otarnadya Daerah Tingkat ll Kendari 

(Lembaran Negara }{epubhk Indonesia Tahun 1995 
Nomor 44, iambahan Lembaran Negara Republik 

IndoneS1a Nomor (3602), 
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

lnforrnasi dan 1'ransaksi Elektroruk (Lembaran Negara 

Repubhk Indonesia iahun 2008 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara !<epublik Indonesia Nomor 4843); 

, ' 



4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan lnfcrmasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 l ,Tambahan 

Lcmba.mn Negara Repubhk Indonesia Nomor 4846); 

5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

ten tang Kesehatan (U':mbaran Negara Nepublik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tam bah an 

Lembo.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

tndcneaia 'fahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lemba.ran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587] 

sebagaimana telab beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahn Daerah 

(Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 201� 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679) ; 

7. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pcmbcntukan Pcraturan Perundang - undangan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang 
nomor 15 Tahun 2019 tentang perubaha.n ata'!. 

Undang - undang nomor 12 Tahun 2011 tcntang 

pembentukan peraturan perundang - undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Taml>a.han Lembara . .n Negara Republik 
Jndonesm Nomor 6349); 

8 Peraturan Pemerinta Nomor 82 Tahun 2012 tentang 

Penyt:lenggaraan Sistem dan Transaksi Elektrornk 

(Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 189, Tambahan Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5348), 

9. Peraturan Pres,clen Nomor 72 Tahun 2012 tentang 

Srntem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193). 



IO Pera tu ran Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 ten tang 
Sistem Infcrmaer Kesehatan Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5542]; 

11. Peraturan Menten Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 
tentang Sistem lnformasi Manajemen Rumah Sakit 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

87); 

12. Pcraturan Menteri Kcschatan Nomor 75 Tahun 2014 
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Benta Negara 
Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); 

13. Pcraturan Menteri Kesehatan Nornor 92 Tahun 2014 
tenr.ang Penyetengaraan Komunikasi Data Dalam 
Sistem lnformasi Kesehatan Terintegrasi (Berita 
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 1954); 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 201� 
tentang Peta Jalan Sistem lnformnsi Kesehatan 
Tahun 2015- 2019 (Serita Negara Repub!ik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 77); 

15. Peraturan Menteri Kesehatnn Nomor 43 Tahun 2016 
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Kesehatan (Berita NegAra Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1475); 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Numor 1423); 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2017 
tentang Strategi E-Kesehatan Nasional (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1635), 

18. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 80 Tahun 
2015 lentang Pembentukan Produk Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten 
dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 t.entang 
Pembentukan Pmduk Hukum Da.erah, 

19. Peraturan Daerah Kola Kendnri Nomor 5 Tahun 
20 J 6 ten tang Pembentukan Orgenism>,i dan 
Susunan Perangkat Duernh Kota Kcndan !Lembaran 
Daerah Kola Kendan Tahun 2016 Nornor 5); 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATIJRAN WALIKOTA TENTANG SISTEM JNFORMASI 

KESEHATAN DAERAH KOTA KENDARI. 

BAB! 
KETENTUAN UMUM ........ 

Dalam Perntumn Wnhkcta ini yang dimaksudkan dengan 
I Daerah adalah Kota Kendari; 
2. Pemerintnh d11erah adah\h Wahkota dan perangkat daerah sebagai 

uneur- pcnyclcnggara pcmcrintahan )ang mermmpin pc\aksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadt kewenangan pemerintah kota 
Kenda.Ii; 

3. Walikota adalah Walikota Kendari. 

4. Dinas Kesehatan adalah Oinas Kesehatan Kota Kendari; 
5 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keaehat.an Kota Kendan; 

6. Sistem Jnformasi Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat SlKD 
adalah seperangkat tetenan yang mehputl data. informaar, mdrketor. 
prosedur, perangkat, teknologi dan sumber daya manusta yang sahng 
berkaitan dan dikclo!a eecara terpadu untuk mengarahkan tindakan 
atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan 
bidang kesehat.an daerah; 

7. Data Kesehata.n adalah angka atau fakta kejadian berupa keterangan 
dan tanda � tanda yang secara relanf belum bermakna bagi 
pembnngunnn bidang kcschatan; 

6. Tnformasi kesehatan adalah data kesehatan yang telah drolah atau 
dipmses menjadi bentuk yang mengandung nilai dan makna yang 
berguna untuk memngkatkan pcngctahuan dalam mendukung 
pembangunan bidang kesehatan; 

9 Indrkator kesehatan adalah istJ.lah, mlai dan/atau tingkatan sebagar 
variabcl yHng membentu untuk menganahsie atau mengukur status 
kesehatan atau perubahan balk langsung maupun t.Jdak langsung 
dalarn pembangunan kesehatan yang menjadi tolak ukur keberhaerlun 

pcmbangunan bidang keeehatan, 

l 0. Aplikasi adalah suatu ap!ikasi Srstem lnFormasi Kesehatan yang 
digunakan untuk tukar rnenukar '""' dalam 
konsolidasi/integrasi Data Kesehatan pnoritas yang d.ikirirnka.n dari 
fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau dinas kesehatan kota dalam 
rangka penyelenggaraan Sisrem !nformas1 Kesehatan Tenntegrasi; 



11. Sistem Elcktronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur 
elektronik yang berfungs1 mempersrapkan. mengumpu\kan, mengolah, 
menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, 
mcnginmkan, dan/atau menyel>arkan lnfonnasi Elektronik: 

12 Sistem lnfonnasi Puskesmas adalah suatu tatanan melrputi data, 
infonnasi, indikator, prosedur, perangkat, tcknologi dan sumbcr daya 
manusia yang sa.lmg berkaitan yang menyediakan mtcrmasr untuk 
membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan 
manajemen Puskesmas dalam mencapar easaran kegratannya; 

13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alal dan/at11u tempat 
yang digun11kan untuk menyelenggarakan upuya pelayanan 
kesehatan, bark promotif, preventif, kuraLif maupun rehabilitatif yang 
dtlakukan oleh pemenntah dan/atau masyarakat mehputi Fasrlitaa 
Kesehat.an Tingkat Pertama (FKTP), Fasilitas Pelayannn Keschatan 
Tingknt Lanjut (FKTL) dan jejaring fasilitas kesehatn lainnya; 

14. Perangkat Keras satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam 
Srnrem Elektronik; 

l 5. Pcrangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program computer. 
prosedur, dan/atau dokumentasi yang tnkrut dalam pengoperasian 
Sistem Elektronik; 

16. Lembaga Mitra pemenntah Daera.h adalah Deprutemen/ U:mbaga 
Pcmenntah Non Departemen atau sebulan lain, perusahaan swasta, 
Badan Usaha M1hk Negara, Sadan Usaha Milik daerah, Koperasi, 
yayasan dan lembaga di dalam Negen \ainnya rang berbadan hukum; 

BABII 
MAKSUD, TUJUAN DAN MAl'fFAAT 

P«u.12 

Maksud dari penyuaunan SIKD ini untuk mc:njadi landasan dalam 
pelaksanaan pengembangan S!K di daemh. 

"'-'3 
Pengaturan SIKD mi bertujuan untuk: 

a Memberikan pedoman dalam rangka penerapan Sistem lnformasi 
Kesehatan; 

b. Menjarnin ketersediaan, kuahtas dan akses terhadap data dan informael 
kesehatnn yang dapar dipertanggu ngjawabkan, 

c. Mengopnmalkan aliran data kesehatan dari fai;1litas pelayanan kesehatan 
ke DmJis Kesehatan dan Pemerintah Kota; 



d. Menjamin pe!aksanaan dan pengembangan Sretem Informaet Kesehaum; 

e. Terselenggaranya Sistcm lnformasi Kc:sehatan aecere terpadu dan 
berkelanjutan dan Tingkal Kelurahan sampai Kota; 

f. Mewujudkan penyelenggaraan Sistem lnformasi Ke:sehatan (SIKI daJam 
ruang lingkup system kesehatan daerah yang berdaya guna dan berhaail 
guna terutama melalui penguatan kerja sama, koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi dalam mendukung pen)'eienggaran pembangunan 
kcschatan yang bcrkcsinambungan: dan 

g Mewujudkan Data yang akurat, mutahir, tcrpadu, terintegrnsi dan dapat 
diakses olch pengguna data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, 
evaluaai dan pengendalian pembangunan mrlalu, perbarkan tata kelola 
!ayanan kesehatan pemerintah Kota. 

Pah.14 

Manfaatdan kegunaan tlwi SIKD yaitu: 

a Sebagai acuan yang digunakan untuk pengambilan kebijakan, 
perencanaan, pengangsaran, perbaikan kebijakan, manajcmcn 
pelayanan krsehatan, monitoring dao evaJuasi secara terpadu; dan 

b. Sebagai sarana infonnasi kepada masya.rakat pada bidang kesehatan. 

BABDI 
RUANG LINGKUP 

Pau.l 5 

Ruang linglrup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi: 
a. penye\enggara SlKU; 

b. data, aJur datn, sumber data dan informasi keschatan; 

c, intlikator kesehatan dan stander Pelayanan Minimum: 

d. pengembangan 11umber daya manuete: 

e. sarana dan prasarana; dan 

f monitoring dan evaluaet. 

BABIV 
PENYELE!fGGARA SUCD 

Paaal 6 

( 1) Penyelenggara S!KD dilak.ukan pad a Din as Kesehaw.n dan fasilitas 

pelayanan kesehatan yang wajrb rnenyedtakan tenaga pengclo\a data 

dan sistem informasi kesehatan yang teretandar: 

(21 Standar tenaga pengelola yang dimaksud pndn ayat {l) mcncakup 
jumiah. dan kompetensi yang diseeuaikan dengan kebutuhan pada 
Dmas Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan; 



(3) Penyelenggara SIKD padu Dinas Keschatan dan fasilitas pelayanan 
kesehatan mempunyai fungsi : 

II merencanakan pengembangan S!KD; 

b. mcngclola {mengumpulkan, memvahdasi, memvenfikasi, 
menganahsis, mend.stnbusi. memvtsualisasi, dan mempublikasi) data 
dan informasi kesehatan daerah; 

c memonitoring de.n mengevaruass pelaksanaan SIKD; dan 

d. melaporkan data dan informasi keschatan daemh secara rutin, 

berjenjang dan sesuai dengan ketentua.n pelo.poran; 
(4) Tenaga pengelola data dan SIKD di tingkat fasilitas pe!ayanan kesehatan 

bertanggung jawab mengr-lola rlan melaporkan data dan mformas, 

keseha.tan, sesuai dengan ayat (3) huruf b clan huruf d; 

(5) Kepala Dinas Kesehatan sebagai penanggung jaw ab penyelenggara SIKD 

melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Kendari 

BABV 
DATA, ALUR DATA, SUMBER DATA DAN JNFORMASI KESEHATAN 

Bagian Kesatu Data Kesehatan 

Panl7 

(1) Untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan 

dipcr!ukan data, infonnasi dan indikator keeehatan yang dikclola 

dalam SIKD; 

{2) Jenis data di bidang kesehatan yang drmuat dalam SJKD meliputi 
data, informast, dan indtkator kesehatan yang t.ennci dan 
terklasifikflsi; 

(31 Data keaehatan tcrdin atas : 

a. data rutin; dan 

b. data non rutm 

(4) Data rutin seba.ga.iamana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus 

dikumpulkan secara teratur oleh penyelenggara fasilita.s pelayanan 
kesehatan baik mihk pemerintah dan eweata mulai dan tingkat 
kclurahan ,smapai kota melalui pencatatan dan pelaporan rutin. 

(5) Data non rutin eebegaunana drmakaud pada ayat (3) huruf b 
dikumpulkan sewaktu - waktu sesuai kebutuhan dan prioritas 
pcmbangunan kesehatan yang ditetapkan oleh pernerintah, mcliputi. 
a. data khusus: dan 

b. data luar biasa. 



Pa-18 
(II Data khusus sebagaunana dtrnakeud da\am Pasal 7 ayat (5) huruf a 

meliputi: 

a. data faktor nsiko; 

b. lingkungan; dan 
c. lamnya yang mendukung program pembangunan bidang 

kesehaLan. 

(2) Data luar brasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5) hurufb 
meliputi: 

a. wabah, 

b. bencana; dan 

c. kegawatdaruratan kcschatan masyarakat. 

Pau.19 

Data Kesehata.n hams rm::menuhi etandar, yang mehpuu: 
a. Sesuai dengan mdrkator keschatan: 

b. Jems, sifat, fonnat, basis datn, kodefikasi dan meta.data dapat 
diintegrasikan, 

c. Akurat, lengkap, jelas dan dapat d,pertanggungjawabkan; dan 

d. Mampu d1rckam pads elat/sarana pencatatan, pengolahan dan 

penyimpanan data yang handal, aman dan mudah dicperaaikan. 

haal 10 

{I) Pence.tat.an dan pelaporan data kesehatan dapat dilakukan mdalui 

format pencatatan pelaporan. aplikasi, dan/atau teknologi mfbrmast 
lainnya. 

(2) Pelaksanaan dan pengembangan pencatatan 
sebagarmana pada ayat (1) berbentuk: 

a. media non elektronik; 

b. media ek:ktronik, dan 
c. aphkasi. 

(3) Media e!ektromk sebagaimana drrnakeud pada ayae (2) huruf b mclalui 

website kola Kendan SJASJK SEHAT Kendari kora go.id. 
(4) Aphkesi Rf'hag;iimsma dimakaud pada ayat (2) huruf c melalu1 Aplikasi 

Setu Data Kesehatan (i\SDK). 

pelaporan 



• 

Pawl 11 
(I I Pengelolaan data kesehatan meliputi : 

a. kegiatan pencatatan; 

b kegiatan pengumpulan, 

c. kegiatan standansasi; 

d kegiatan pengolahan; 
e kegialan penyunpanan, 

f. kegiatan penycbar!uasan; dan 
g. kegiat.an penggunaan. 

(2) Pencatatan sebagaimana drmekeud pada ayat (ll hurufa dilakukan 

dengan earn· 

a. validaei 

b. verifikasi; 

c pengkodean; 
d. nlih bentuk ; dan 

e. pengelompokan. 
(3) Dal am melakukan pengumpulan sebagaimana drmaksud pada ayat (1) 

hurufb terlebih dahulu dilakukan penggalian data 

(4) Penyajtan standarisasi data sebagaunana drmakaud pada ayat (1) huruf 
c dilakukan dalam bentuk: 

a. tekstual, 

b numenk: dan 

c. model lam sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologt. 
(S) Pengolahan data kesehat.an eebegarmana dimaksud pada ayat (1) huruf 

d me!iputi: 

u. proses; 

b. analisis; dan 

c. penyajian 

(61 Penynjian sebngaimana d,maksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalut 

media elektronik dan/atau media non elektronik. 

Pasal 12 
(11 Sumber data me!Jpuu : 

a. fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta; dan 

b. masyarakat. 

(21 Data kesehatan daerah yang bersumber dari masyarakat diperoleh 
melalui kegiatan seperti eensus dan surver, penelitian, lapunm 
masyarakat dan/atau earn lain yang dilaksanakan seeuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, 



(31 Pasilitas pelayananan kesehatan dan masyarakat wajib memberikan 

dan/atau melaporkan data dan informast kesehatan yang berkait.an 

rlengan kebutuhan dan indikator kesehatan kepada penge\o\a data dan 

sistcm infonnasi kesehatan secara horizontal dan verukal; 

(41 Pengumpulan data kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan · 

a. pelayanan kesehatan rutin dan berkala oleh tenaga kesehatan yang 

benvenang, 
b. penyelenggaraan rekam medik melipuu rekam rnedrk elektronik 

dan rekam medik nonelektronik, 

c. eurveilana kesehata.n; 

d. sensus dan eurver yang da.pat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah, 

e penel!tia.n dan pengembangan kesehatan; tlan 

f. pemanfaatan teknologi da.n sumber lain yang sesuai perkembangan 

tlmu pengetahuan dan teknologi. 

(5) Pengumpulan data kesehatan eebagaimana tercantum pada ayat (4) 

drlaksanakan oleh tenaga di btdang kesehatan dan tenaga pengelola 

yang berwennng yang dilakuknn berdasarknn standar data kesehatnn. 

(6) Fasilitas pelayanan kesehatan yang tldak memberikan dan/ata.u 
melaporkan data sebagaimana dimaksud pada .:iyat (3) d1berikan 

tcguran secara lisan dan tcrtulis olch Dinas Kcschatan 

Paaal 13 

(1) Alur data sebagai acuan dalam pengurnpuian da.n proses transaksi 

data dan mfonnas, dari sumber data untuk menghasilkan mfonnasi 

(2) Alur data sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11 dilakukan dengan 
tahapan : 

a. Pengumpulan data yang bersumber dari pengelola data kesehatan 

dilakukan melalui laponm rutin dan sewektu-waktu, 

b. Yaildasi dan verifikasi data kesehatan; 

c. Umpan balik ke sumber data kesehatan; 

d. Pengulahan dan anahsa data menja<.li mfonnas, sesuar kebuluhan; 

e Peny1mpanan dan pemehhaman data kesehatan; 

f. Peng,nman dntn ke Dmas Kesehntan Pmvmsi dnn Kementenan 

Keeehatan sena sektm lerkail, dan 

g. Penyenen dan disemmaar mforrnaat melalur media ceta.k maupun 
elektronik, 



Po.sal 14 

(\) lnformasi kesehatan meliputi: 
a. lnfonnasi upaya kesehatan; 

b. lnformasi pcnehban dan pengembangan kesehatan; 

c lnformasi pembiayaan kesehatan: 
d. Tnformasi sumber daya manusia kesehatan; 

e. lnformasi sediaan farmasi, al>tL kesehatan dan makanan, 

f lnformasr manajemen dan regulesi kesehatan; dan 

g. lnformasr pemberdaysan masyarakat. 

(21 Jnfonnasi upaya Kesehatan sebagaimana chmaksud pada ayat (l) huruf 

a Paling sedikit memuat mfonnasi mengenat: 
a. Penyelenggaraan pencegahan, penmgkatan, pengobatan, dan 

pemulihan kesehatan; dan 

b. Fasilitas pelayanan kesehatan. 

(3) lnformast penehtinn dnn pengembangan Kcschatan scbagaimana 
dimaksud ayat ( 1) huruf b paling sedikit memuat informasi mengenai: 
a. Hasil penelit,an dan pengembangan kesehata.n, dan 

b. Hak atas kckayaan intelektual brdang keschatan. 

{4) Informasi pembiayaan Kesehatan sebagaimana chmaksud pada ayat {I) 
huruf c paling sedikit memuat mformasi mengena1: 
a. Sumber dana: 

b. Pengalokaatan dana; dan 

c. Pembelanjaan 

(SJ lnfonnasi manajemen dan regule sr Kesehatan eebagaimana dimaksud 

pada ayat (I) huruf f memuat informasi mengemfr 
a Perencanaan Kesehatnn; 

b. Pembinaan dan pengawesan upaya kesehatan, penelitian dan 

pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya 
manusio. kesehatan, sediann fanno.si, alat keschatan; 

c Kebijakan kesehatan; dan 

d. Produk hukum 

{6) lnfonnasi pembcrdayaan masyarakat ecbagaimana dimaksud pada ayat 
(11 huruf g memuat informasi mengenai: 

a Jenis, 

b. Jumlah; dan 

c. Hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, 
tennasuk penggerakan masyarakat. 



PaaallS 

(1) Standar pengamanan infonnasi keaehatan dilakukan untuk menjamin: 

a Tetap tersedia clan terjaga keutuhannya; dan 

b. Ter:iaga kcrahasiaannya untuk infonnaai kesehatan yang bersifat 

tertutup. 

(2) Standar pengamanan dan kerahasiaan infcrmasi kesehatan 

sebegaiemana pada ayat (1) dtlaksanakan eeeuei dcngan kctcntuan 

peraturan perundang-undangan. 

BAB VI 

JNDIKATOR KESEHATAN 

Panl 16 
(I) lndikator kesehatan daerah merupakan indrkator kesehatan yang 

mengacu pada indtkator kesehatan naaicnal dan indrkatcr keaehatan 

Provinsi. 

(2) Kota dapat menambahkan indikator kesehatan tambahan yang bersifat 

spes1fik sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kota. 

(3) Dalam merumuskan indikaror kesehatan tambahan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) harus melibatkan para ahli dan pemangku 

kepentingan terkait. 

(4) Perumusan indikator kesehatan tambahan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (3) dilakukan dengan berbasis buku (evidence based) 

Pa,al 17 
Data dan lnformasi l.ayanan Keaehatan 

( l f Data dan informasi \ayanan kesehatan yang menjadl bagian pengelolaan 

meliputi: 
a Data dasar, 

b. Data esensial; 

c. Data upaya kesehatan masyarakat, 

d. Data upaya kesehatan perorangan; 
e. Data keperawatan kesehatan masyarakat: 

f. Data \aboratorium; dan 

g. Dala kefarmasian. 

(21 Sumber data dan informasr \ayanan kesehatan sebagaimana drmaksud 

pada ayat (l) diperoleh dari fasilrtas pelayanan kesehatan. 



BAB VD 

PENGltMBANGAN' SUMBER DAYA MANUSIA 

Panl 18 

jl) Pcngembangan tenaga pengelola data dan S!K dilakukan melalui 

Pendidikan, petatihan, pembinaan dan pengembangan kariI-, 

12) Pengembangan karir tenaga pengelola SIK sebagairnana dimaksud pada 

ay,ll (I) <l,lakukan melalui jalur fungsional; 

(3) Jalur fungatonal sebagaimana dimaksud pada ayat [2) adalah jabat.an 

fungsional yang dapat mendukung penyelenggaraan sietem infonnasi 

kesehatan, meliputi. 

a. lnfonnatika kesehatan; 

b. Ep,dem,ologi, 

c Perekam medtk; 
d. Pranata komputer, dan 

e Administrator kesehatan. 

(4) Tenaga pengelola data dan SIK daput dipindahtugaskan peda 

kedudukan dan jabatan lam setelah memenuhi persyaratan benkut: 

a. Palmg singkat telah menjadi pengelola data dan Sil( selama 3 (tiga) 

tahun; dan 
b. Terdapat pengganti sesuai dengan standar /Ian kompetenei 

BABVIU 
SARANA DAN PRASARANA 

Panl 19 

(I) Untuk menyelenggarakan SIKD harus dtdu kung dengan sarana dan 

prasarana yang meliputi penyedraan sumber daya manusia, perangkat 

keras dan perangkat lunak yang memadai sesuai kebutuhan, 

(2) Pemilihan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan per!u 

menyesuaikan dengan kebutuhan, perkembagan teknologi informasi, 

kemampuan pembiayaan, dan ketersediaan tenaga pengelula data clan 

sistem infonnAsi keeehatan; 

(3) Perangkat kcras scbegeuoene dtmakeud ayat (2) dapat berupa jaringan 

pendukung. komputer, laptop dan media koneksi serta perangkat keras 

lam yang terkait pada Dinas Kesehatan dan fa srutas pel11yanan 

kesehatan; 

{4) Perangkat \unak yang disedrakan untuk menyelenggaralum sistem 

informasi kesehat.an daerah dihangun, drkembengkan, dan <l1kelnl11 oleh 

perangkat dacmh yang bcrtanggung jawab pada pengembangan eastern 

informasi kesehatan daerah; 



(51 Pcrangkat lunnk sebagmmana drmakaud pada ayat (4) mampu 

menyrrnpan dari sumber data kesehatan pada proses pcncatatan dan 

pelaporan; 

(61 Pcrangkat lunak scbagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) 
drausun dengan mengacu pada standar dan kebuluhan nasional, 

provmsi dan daerah; 

(7) Pt:rangkal lunak untuk fasilitas pelayanan kesehatan harus dirnncang 

agar dapat mendukung manajemen faarlitas pelayanan kesehatan; 

(8) Pemeliharaan perangkat pendukung pelaksanaan sistem infonnasi 

kesehatan Daerah menjadi tanggung jawab masmg-masmg pengguna. 

BAB IX 
PEMBIAYAAN 

Pembiayaan pengelolaan STKD bersumbcr dari: 

a. anggaran pendapatan belanja daerah, 
b anggaran pendapatan belanja negara; clan 
c. sumber lam yang sah sesuai dcngan pcraturan perundang-undangan. 

BABX 

MONITORING DAN EVALUASI 

Panl 20 
(I) Untuk menjamm mutu penyelenggaraan SIK Daerah dilakukan 

monitoring dan evaluasi secara berkala dan terpadu. 

{2) Momtonng dan evatuasi penye!enggara SlK Daerah dilakukan oleh tim 

monitoring dan evaluasi terpndu melibatkan lintas program lmgkup 

Dinas Kesehatan. 

13) Tim momtonng dan evaluasi <ebagairnana dimaksud pada ayal (2) 

dnetapkan oleh keputusan Kepala Dmas Kesehatan. 



BAB XI 

KETENTUAl'f PENUTUP 

P•aal21 
r'eraturan Walikota ini mulai bcrlaku pada tanggal diundnngkan. 

Agar seuep orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Wahkota ini dengan penempatannya dalam Senta Daerah Kot.a 

Kcndari. 

----- 

Diterapkan di Kendari 
Pada tanggal 1 11..- Ii, - 2019 
WALIKOT KENDARI, 

Dumdangkan di Kendari 

?ada tanggal1 l 1.. - 1 'l.. � 2019 
SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARJ 

HJ. NAHWA UMAR 

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2019 NOMOR . 
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